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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikategorikan 

sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang 

bersifat independent. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu, 

secara struktural adalah sederajat/sejajar saling terkait dan masing-masing 

bersifat mandiri/independen (check and balances) dalam penyelenggaraan 

Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik 

Pemilu  bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu.    

b. Subjek yang dapat diperkarakan selaku pihak teradu/terlapor di DKPP dalam 

peraturan dibatasi hanya penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/ Kota, 

Provinsi, dan Pusat. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan 

menyangkut sikap dan perbuatan pribadi penyelenggara Pemilu yang 

mengandung unsur jahat dan melanggar hukum. Waktu pengajuan perkara 

suatu pelanggaran kode etik tidak tergantung kapan suatu perbuatan tersebut 
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terjadi, namun dalam suatu penyelenggaraan Pemilu dibatasi pengajuan 

gugatan pelanggaran kode etik sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu. 

Undang-undang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan DKPP menyatakan 

dengan tegas bahwa  Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (final and 

binding) serta penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. 

DKPP sebagai sebuah lembaga atau komisi etik tidak membuat sebuah 

Putusan, melainkan Rekomendasi. Putusan DKPP terhadap sebuah 

pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu tidak dapat bersifat final 

karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan 

Bawaslu. Sifat Putusan yang final dan mengikat telah membuat DKPP 

menjadi lembaga Superior dan menghilangkan prinsip check and balances 

di antara lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, maka 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Tugas, wewenag, dan fungsi dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara 

Pemilu serta DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu 

harus diperjelas dan dipertegas dalam peraturan perundang-undangan. 

b. DKPP sebaiknya tidak membuat sebuah Putusan, melainkan sebaiknya 

Rekomendasi. Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat khusus untuk 

sanksi pemberhentian tetap, diubah menjadi rekomendasi kepada lembaga 

penyelenggara pemilu sesuai dengan hirarkinya. Terhadap putusan DKPP 

yang melampaui kewenangannya dan melanggar undang-undang hendaknya 
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tidak ditindak lanjuti oleh KPU dan Bawaslu. Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengatur tentang DKPP, 

dan Peraturan Bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta 

Peraturan DKPP Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum perlu direvisi, khususnya yang mengatur tentang Putusan 

DKPP yang bersifat final dan mengikat, subjek yang dapat berpekara di 

DKPP, waktu pengajuan perkara pelanggaran kode etik dan kualifikasi suatu 

pelanggaran kode etik harus bersifat konkret.  


